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PENDAHULUAN - s

1.1. Alasan Memilih Judul

Salah satu sasaran Pembangunan Nasional dewasa ini
adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi
semua golongan dan tingkat masyarakat, termasuk pula ke=-
sejahtersan tenaga kerja, khususnya mengenal keselamatan
kerja.

Sebagaimana di dalam penjelasan Undang-undang Dasar
1945 ditegaskan bahwa ; Negara Indonesia berdasar atas hu-
kum ( Rechtsmaat ) tidak berdasar atas kekuasaan belaka

( Machtsaat ). Hal ini sejalan dengan ciri khas negara hu-
kum Demokrasi Pancasila, antara lain pengakuan dan perlin-
dungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan hak |
di bidang sosial politik, ekonomi dan kebudayaan yang sa-
ngat relevan dengan bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-undang Da- |
sar 1945 yaitu : |

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusisan'.

Konsekuensi logisnya, setiap warga negara atau te-

| naga kerja Indonesia berhak menerima, menuntut pengawasan

dan perlindungan dalam segale bidang, khususnya perlindung- \
an atas keselamatan kerja sebagaimana layaknya warga negara |
yang merdeka di bawah naungan negara yang berdasarkan atas ‘
hukum. Lebih lanjut dapat dilihat pada Undang-undang Nomor
14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

' khususnya pada pasal 9 yang berbunyi sebagal berikut @
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"Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan yang sesual dengan mar-
tabat manusia dan moral agama".

Hubungan secara yuridis formal tersebut di atas,
adalah suatu pertanda bahwa secara manusiawi masalah kese-

lamatan kerja yang bekerja pada suatu bidang usaha begitu

pentingnya.
Selanjutnya di dalam konsiderans " menimbang n, Un=-

dang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

disebutkan bahwa :

"a, Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat per=
lindungan atau keselamatannya dalam melakukan
pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan mening-
katkan produksi dan produktivitas nasional,

b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat
kerja perlu terjamin pula keselamatannya,

c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan
dipergunakan secara aman dan efisien,

d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan se-
gala upaya untuk membina norma-norma perlindung-
an kerja,

e. Bahwa membina norma-norma itu perlu diwujudkan
dalam undang-undang yang memuat ketentuan-keten-
tuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai
dengan perkembangan masyarakat industrialisasi,
tehnik dan tehnologi®.

Bertolak dari uraian di atas, maka menurut hemat pe-

nulis bahwa masalah keselamatan kerja sangat penting dalam
suatu perusahaan, khususnya pada Perusahaan Listrik Negara
Sektor Bakaru Pinrang, dimana letak dan medan kerjanya se-
ring terjadi kecelakaan yang pada umumnya akibat kerja dan

penggunaan perangkat peralatan mekanik, yang kesemuanya itu

memerlukan tenaga kerja yang terampil dan propesional. De-

ngan adanya kenyataan tersebut mendorong penulis untuk me-
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ngangkat judul sebagai berikut : TINJAUAN PELAKSANAAN KE-
TENTUAN KESELAMATAN KERJA PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
SEKTOR BAKARU KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II PINRANG.
1.2 Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah ba-
gaimana pelaksanaan keselamatan kerja pada ?erusahaan Lisg~-
trik Negara Sektor Bakaru Pinrang, dengan perumusan masalah
sebagal berikut :

a. Sejauh manakah pekerja diperhatikan dan dilindu-
ngi, sebagaimana mestinya yang menyangkut kesela-
matan kerja ?

b. Sejauh manakah penetapan langkah-langkah dalam
rangka menjamin keselamatan kerja terhadap peker-
ja ?

¢. Sejauh manakah sarana dan prasarana yang mendu=-
kung terjaminnya keselamatan kerja yang telah di-
penuhi oleh pihak perusahaan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1+.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kesela-
matan kerja berjalan sesual dengan apa yang
ditentukan dalam peraturan dan perundang-
undangan.

b. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi da-
lam pelaksanaan keselamatan kerja.

1.3.2 Kegunaan Penelitian




a. Sebagai bahan masukan atau informasi pada
setiap pimpinan perusahaan agar pelaksanaan
keselamatan kerja terhadap pekerja harus
diperhatikan sebagaimana layaknya.

b. Sebagai media pengembangan dan penerapan
hasil pendidikan yang selama ini penulis
terima dibangku perkuliashan.

¢. Dapat menjadi bahan bacaan ataupun sebagai
bahan pertimbangan dan perbandingan bagi
peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan me-
tode kajian sosiologis yang dimaksudkan untuk mengujl se-
jauh mana dilaksanakan ketentuan keselamatan kerja pada Pe-
rusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru. Untuk menunjang ka-
jian tersebut m;ﬁa diperlukan data, yang perolehannya digu-
nakan metode :
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan penelitian
melalui literatur-literatur, serta pandangan para
ahli dan peraturan perundang-undangan yang menja-
di titik tolak dalam menguraikan pokok-pokok ba-
hasan ini, sebagail kerangka dan landasan teori,
acuan pengertian yang digunakan.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan pengumpulan




data pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru
Pinrang dengan sistem wawancara, sekallgus meng-
adakan observasi tentang sejauh mana pelaksanaan
masalah keselamatan kerja, sebagaimana diatur da-
lam undang-undang.

1.5 Sistematika Bahasan

Keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab dan
beberapa sub bab, yang semuanya merupakan rangkaian yang .
tidek terpisahkan. Adapun sistematika bahasan terdiri dari:

Bab pertama atau bab pendahuluan terdiri dari Alasan
Memilih Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Pene-
litian, Sistematika Bahasan.

Bab kedua merupakan Dasar Kajian dan Pokok-pokok Pe-
ngertian yang terdiri dari Dasar Hukum Keselamatan Kerja
dan Pengertiannya, Syarat-syarat Keselamatan Kerja, Penga-
wasan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran.

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum Keadaan Perusaha-
an Listrik Negara Sektor Bakﬁru Kabupaten Daerah Tingkat II
Pinrang, pada bab ini di jelaskan mengenal sekelumit Sejarah
Singkat, Letak dan Geografisnya, Data Ketenagakerjaan, Da-
sar Terbentuknya Hubungan Ker ja.

Bab keempat mengenal Pelaksanaan Keselamatan Kerja
Pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru yang terdiri
dari Bentuk dan Cara Perlindungan Keselamatan Kerja, Pelak-
sanaan Pengawasan Keselamatan Kerja, Analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari

Kesiﬁpulan dan Saran-saran




BAB 2
DASAR HUKUM DAN POKOK-POKOK PENGERTIAN
2.1 Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menegaskan
bahwa @

nTiagp-tiap warga negara berhak atas peker jaan dan

penghidupan yang layak bagl kemanusiaan".

Pekerjaan baru memenuhi kelayekan bagi kemanusiaan,
apabila keselamatan tenaga kerja sudah terjamin, Kematian,
cacat, cedera, penyakit, dan lain-lain sebagai akibat kece-
lekaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar=
dasar kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasar landasan Un-
dang-undang Dasar 1945, lahirlah undang-undang dan ketentu-
an-ketentuan dalam keselamatan kerja.

' Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja secara Jjelas ditegas-
kan bahwa @

"(pasal 9) Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlin-

dungan atas keselamatannya, dan
(pasal 10)Pemerintah membina norma-norma keselamat-
an kerja".

Sementara dalam hubungan jaminan dan bantuan sosial
secara umum dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun
1969 tersebut bahwa pemerintah mengatur penyelenggaraan
pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagl tenaga kerja
dan keluarganya. Pertanggungan dan bantuan sosial ini meli-
puti juga kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekalipun
dalam penjelasan undang-undang dimaksud hanya diperinci

antara lain sakit, meninggal dunia dan cacat.
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Sehubungan dengan dasar hukum keselamatan kerja, ma=-
ka Dr. Suma'mur P.K, M.Sc, melihat sasarannya terdapat dua
kelompok perundang-undangan dalam keselamatan kerja, yaitu
sebagai berikut :
"g, Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pen-
cegahan kecelakaan akibat kerja. Kelompok ini
terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja dan peraturan-peratur-
an lain yang diturunken ateu dapat dikaitkan de-
ngannya. Selain itu keselamatan kerja dan pence-
gahan kecelakaan terdapat dalam undang-undang
lain, misalnya Undang-undang Kerja ( 1948-1951 )

b. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pem=
berian kompensasi terhadap kecelakaan yang sudah
terjadi. Kelompok ini terdiri dari Undang=-undang
Kecelakaan ( 1947-1957 ) dan peraturan-peraturan
yang diturunkan® 1)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sasaran
dari dasar hukum keselamatan kerja yaitu sasaran pencegahan
kecelakaan dan pemberian kompensasi terhadap kecelakaan
yang sudah terjadi, dengan dasar perundang-undangan yaitu
Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
dan Undang-undang Kecelakaan ( 1947-1957 ).

Berikut ini diuraikan perundang-undangan yang menja-
di dasar hukum berkenaan dengan keselamatan kerja adalah
sebagal berikut :

2.1.1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970
Undang-undeng Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan

kerja diundangkan pada tahun 1970 dan menggantikan Veilig-

1)Dr. Suma 'mur P.K. M.Sc, Keselamatan K Penc
Kecelg%aan, Penerbi . Ha asagung, Jakarta,
’ aman 290




heids Reglement ( VR ) Stbl. Nomor 406 yang berlaku sejak
tahun 1910. Latar belakang penggantian Veiligheids Regle-
ment ( VR ) tersebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja
sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum undang=undang
tersebut, Veiligheids Reglement ( VR ) yang berlaku mulai
1910 dan sejak itu mengalami perubashan mengenai soal=soal
yang tidak begitu berat. Ternyata dalam banyak hal Veilig-
heids sudah terbelakang dan perlu diperbaiki sesual dengan
perkembangan peraturan perlindungan industrialisasi di
Indonesia.

Mesin- mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan
sebagainya yang serba pelik banyak dipakai, bahan-bahan
tehnis baru banyak diolah dan dipergunakan, sedangkan meka-
nisasi dan elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam ke-
banyakan hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja
operasional tenaga kerja dan para pekerja. Kelelahan, ku-
rang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan,
dan lain-lain merupakan akibat dan menjadi sebab terjadinya
kecelakaan.

Bahan-bshan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat
alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta
cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan
kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang
baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penya-
kit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami, perlu adanya pe-

ngetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju




dan tepat. Selanjutnya dengan pengetahuan dan peraturan
yang maju akan dicapal keamanan yang bersangkutan dan hal
ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produk-
si dan produktivitas kerja.

Kemudian dalam penjelasan umum Umdang-undang Kesela-
matan Kerja, bahwa pengawas berdasarkan VR. seluruhnya ber-
gsifat represif. Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja, ter-
jadi perubahan prinsipil dengan mengubah sifat tersebut me-
njadi lebih diarshken pada sifat preventif. Dalam praktek
dan pengalaman, dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik
sebelum perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik didirikan,
karena amatlah sukar mengubah atau merombak kembali apa
yang telah dibangun dan terpasang di dalamnya guna memenuhi
keselamatan kerja yang bersangkutan. Selain itu, undang-un-
dang ini merupakan pembaharuan penting dari yang lama me-
ngenai isi, bentuk dan sistematikanya.

Menurut Dr. Suma'mur P.K, M.Sc, bahwa yang dimaksud
pembaharuan dan perluasan tersebut di atas adalah mengenail
hal-hal sebagai berikut :

"g, Perluasan ruang lingkup,

b. Perubahan pengawasan reprensif menjadi preventif
o. Perumusan tehnis yang leblh tegas,

d. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan
pelaksanaan pengawasan,

e. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan ker ja
bagi pimpinan perusahaan dan tenaga kerja,

£. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan ker ja
dan pengaturan mendirikean Panitia Pembina Kese-
jamaten Kerja, dan kesehatan kerja,

e Tambah?n pengaturan pemungutan retribusi tahun-
an" 2).

2)1p14a
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Untuk lebih kongkritnya, berikut ini penulis menya=-

jikan istilah-istilah yang dipakai dalam Undang-undang Ke-

selamatan Kerja dan pengertiannya yang meliputi isi serta

penjelasan seperlunya, yaitu @

1. Tempat Kerja

2.

D

4.

ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau

terbuka, bergerak atau tetap, yang men jadi -tempat

tenaga kerja bekerja ( ayat 1 )

Pengurus

jalah orang yang mempunyal tugas memimpin langsu-

ng sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang ber-

diri sendiri ( ayat 2 ).

Pengusaha

a. islah orang atau badan hukum yang men jalankan
sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperlu-
an itu menggunakan tempat kerja.

b. ialah orang atau badan hukum yang secara ber-
diri sendiri menjalanken sesuatu usaha bukan

mililnya dan untuk keperluan itu menggunakan

tempat kerja.
c. ialah orang atau badan hukum yang di Indonesia
mewakili orang atau badan hukum termaksud pada

keduduken di luar negeri ( ayat 3 )

butir ( & dan b ), jikalau yang diwakili ber-
Direktur

ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga




1

Kerja untuk melaksanakan undang-undang keselamat-
an kerja ( ayat 4 ).
5. Pegawal Pengawas
ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari De-
partemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Mentri
Tenaga Kerja ( ayat 5 ).
6. Ahli Keselamatan Kerja
ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari De-
partemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Mentri
Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-
undang keselamatan kerja ( ayat 6 ).
Semua peristilahan tersebut di atas, merupakan rang-
kaian dari materi Undang-undang Keselamatan Kerja pasal 1.
Berikut ini uraian mengenai ruang lingkup Undang-undang Ke-
selamatan Kerja pada pasal 2 yang menegaskan sebagal beri-
kut :
1. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah kesela=-
matan kerja dalam segala tempat kerja, baik di
darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam
air, maupun di udara, yang berada di dalam wila=-
yah kekuasaan hukum Republik Indonesia ( ayat
1).
2. Ketentuan pada point 1 ( satu ) di atas berlaku
dalam tempat kerja, yang merupakan tempat-tempat:
a. Dibuat, dicoba, dipakal atau dipergunakan me-

sin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau




Ce

d.

f.

Be
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instalasi yang berbahaya atau dapat menimbul-
kan kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diper-
dagangkan, diangkut atau disimpan bahan baku
atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar
menggigit atau beracun, menimbulkan infeksi,
bersuhu tinggi.

Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan,
pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung
atau bangunen lainnya, termasuk bangunan peng-
airan, saluran atau terowongan di bawah tanah
dan sebagainya atau dilakukan peker jaan persi-
apan.

Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembu=-
kaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan
lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan
kesehatan.

Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan
emas, perak, logam lainnya, batu-batuan, gas,
minyak atau mineral lainnya baik dipermukaan
atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.
Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau
manusia, baik di daratan, melalul terowongan,
di permukean air, dalam air maupun di udara.
Dikerjakan bongkar muat, barang muatan di ka-

pal, perahu, dermaga, dog stasiun atau gudang.




h.

i.

Je

1.

3, Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk seba=-
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Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan
pekerjaan lain di dalam air.

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas
permukaan tanah atau perairan.

Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya
tertimbun tanah, keruntuhan, terkena pelan-
tingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut
atau terpelanting.

Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau
lubang.

Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu
kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin,
cuaca, sinar atau radlasi, suara atau getaran.
Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah
atau limbah.

Dilakukan pendidiken, pembinaan, percobaan,
penyelidikan atau riset ( penelitian ) yang
menggunakan alat teknis. '

Dibangkitken, diubah, dikumpulkan, disimpan,
dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,
minyak atau air.

Diputar film, dipertunjukan sandiwara, atau
diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai

peralatan, instalasi 1istrik atau mekanik

( ayat 2 ).




gal tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-
lapangan lainnya yang dapat membahayaskan kesela-
matan kerja bagl yang bekerja atau yang berada

di ruangan, lapangan itu dapat diubah perincian

tersebut dalam ayat 2 ( ayat 3 ).

Kemudian yang menyangkut pengawasan Undang-undang

Keselamatan Kerja diatur dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 yang

berbunyi sebagai berikut :

1.

2.

e

4.

50

Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap um-
deang-undeng ini, sedangkan para pegawal, pengawas
den ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan
pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-
undang ini dan membantu pelaksanaennya ( pasal 5
ayat 1 ).

Wewenang dan kewajiban direktur, pegawal pengawas
dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan un-
dang-undang ini diatur dengan peraturan perunda-
ngan ( pasal 5 ayat 2 ).

Barang siapa tidak dapat menerima keputusan di-
rektur dapat mengajukan permohonan banding kepada
panitia banding ( pasal 6 ayat 1 ) 1

Tata cara permohonan banding, susunan panitia
banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menterl
Tenaga Kerja ( pasal 6 ayat 2 Ys

Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding

lagi ( pasal 6 ayat 3 ).
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8.

9.

e

Untuk pengawasan berdasarkan uﬁﬁang-undang ini
pengusaha harus membayar retribusi menurut keten-
tuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan
pérundangan ( pasal 7 ).

Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan,
kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga
kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindah=-
kan sesual dengan sifat-sifat pekerjaan yang di-
berikan kepadanya ( pasal 8 ayat 1 ).

Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala
para dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan di-
benarkan oleh direktur ( pasal 8 ayat 2 ).
Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetap-
kan dengan peraturan perundangan ( pasal 8 ayat

3 ).

Menyangkut masalah pembinasn tenaga kerja, diatur

oleh Undang-undang Nomor 1 tehun 1970 tepatnya pada pasal 9
yang isinya sebagai berikut :

1. Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan

pada tiap tenaga kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang
timbul dalam tempat kerja.

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan
yang diharuskan dalam tempat ker janya.

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja




S

4.

kemudian,

y

yang bersangkutan.
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksana-
kan pekerjaan ( ayat 1 ).
Pengurus hanya dapat mempeker jakan tenaga kerja
yang bersangkutan setelah ia yakin tenaga kerja
tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di
atas ( ayat 2 ).
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan
memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat kesela-
matan tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan-
nya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantase
an kebakaran serta peningkatan keselamatan dan
kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan
pertama pada kecelakaan ( ayat 3 ).
Pengurus diwa jibkan menyelenggarakan pembinaan
memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ke=-
tentuan-ketentuan yang berlaku bagl usaha dan
tempat kerja yang dijalankannya, demi keselamatan

kerja bagi tenaga kerja ( ayat 4 ).

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun

| 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka segala perundang-unda=
ngen dalam keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya per-
lu digarap transformasinya menjadi peraturan pelaksana, di

samping perlunya peraturan pelaksana lain yang dikembangkan

2.1.2 Pengertian Keselamatan Kerja-




17

Sebelum membahas secara rinci tentang keselamatan
kerja, maka kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu secara
umum tentang keselamatan kerja itu sendiri,

Ditinjau dari segi teoritis kegselamatan dan kese-
hatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan kerja
harus diterapkan dan dilsksanakan di setiap tempat kerja
( perusahaan ). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di-
dalamnya terdapat 3 ( tiga ) wnsur yaitu :

a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekono=-
mis maupun ussha sosial.

b. Adanya sumber bahaya.

c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik se=-
cara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan kerja meru-
pakan suatu spesialisasi tersendiri, karena di dalam pelak=-
sanaannya di samping dilandasi oleh peraturan perundang-un-
dangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama
ilmu tehnik dan medik,

Demikian pula keselamatan kerja merupakan masalah
yang banyak mengandung fase, misalnya hukum, ekonomi maupun
sosial.

Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat
dibantu oleh petugas keselamatan kerja dari tempat kerja

atau perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pe-
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tugas keselamatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pe-

ngetahuan atau keahlian di bidang keselamatan kerja, dan

ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau pe-
rusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.

Sedangkan yang bertugas mengawasl atas ditaati atau
tidaknya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan
kerja ini adalah :

a. Pegawal pengawas keselamatan kerja yaitu pegawai tehnis
berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang di-
tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

b. Ahli keselamatan kerja yaitu tenage tehnis berkeahlian
khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja.

Apabila berbicara masalah keselamatan kerja dari pe-
ngertian dan pendapat yang lebih terperinci, berikut ini
Sendjun H. Manulang, SH tahun 1990 halamanan 87, mendefini-
sikan tentang Keselamatan Kerja sebagal berikut :

"Keselamatan kerja adalah yang bertalian dengan ke=-

celakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di
tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan
industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat
diartikan suatu kejadian yang tidak diduge selama
dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang
telah diatur dari suatu aktivitas" 3).

Suatu ke jadian atau peristiwa tertentu adalah sebab

musababnya, demikian pula kecelakaan industri / kecelakaan

3)Sendjun H. Manulang, SH, Pokok=-pokok Hukum Ketenagakeria-
an Indonesia, Penerb neka Cipta, Jakarta, 1990,
halaman 87,
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kerja yang mempunyai 4 ( empat ) faktor penyebabnya yaitu
a. Faktor manusia |
Misalnya karena kurang keterampilan atau kurangnya pe=
ngetahuan, dan salah penempatan di bidang kerja.
b. Faktor materi
Misalkan bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan
tetapi supaya lebih murah, maka dibuat dari bahan lain
sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.
c. Faktor bahaya / Sumber bahaya
-Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang
salah, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
-Kondisi keadaan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak
aman dari mesin atau peralatan, lingkungan, proses dan

sifat pekerjaan,

d. Faktor yang dihadapi
Misalnya kurang pemeliharsan atau perawatan mesin-mesin
atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sem-
purna,
Di samping ada sebab-sebab kecelakaan, maka dalam
| suatu kejadian juga akan membawa akibat. Sendjun H.Manulang
‘ kembali menegaskan bahwa akibat dari kecelakaan industri
| ini dapat dikelompokkan menjadi 2 ( dua ) yaitu :
"(1) Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain :
a. kerusakan mesin, peralatan, bahan dan ba-
ngunan,
b. biaya pengobatan dan perawatan korban,
c. tunjangan kecelakaan,

d. hilangnya waktu kerja,
e. menurunya jumlah maupun mutu produksi, dan




lain-lain.
(2) Kerugian yang bersifat non ekonomis
Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu
tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu berupa
kematian, luka atau cidera berat maupun luka
ringan" 4).
Berangkat dari definisi / pendapat yang dikemukakan
di atas, jadi jelaslah bahwa konsekuensi dari suatu kecela-
kaan yang terjadi di lingkungan suatu perusahaan berorenta-
si pada menurunnya produksi dan produktivitas kerja dari
target yang diharapkan.
2.2 Syarat-syarat Keselamatan Kerja
Dengan perincian yang mendetail tentang pengertian
keselamatan kerja yang termasuk di dalamnya sumber-sumber
bahaya seperti di atas, maka buruh yang dipekerjakan pada
tempat-tempat yang mengandung sumber bahaya tersebut harus-
lah diperhatikan tentang keselamatan tubuh dan jiwenya. Dan
hal ini perlindungan tenaga kerja dari segala kecelakaan
akan terletak pada kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan
stafnya, selain adanya mawas diri buruh atau tenaga kerja
jitu sendiri dalam melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat
yang mudah dan memungkinkan timbulnya kecelakaan seperti
yang telah diperincikan tersebut di atas.
Berkaitan dengan itu, pasal 3 dan 4 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupaken sa-

1ah satu alternatif dalam mengefektifkan semua konsekuensi

dengan memperkecil kemungkinan timbulnya kecelakaan di 1i-

4)1piq.,
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ngkungan kerja perusahaan,

dalam

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja yang diatur

pasal 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan keselamatan ker=-

ja
a.
b.
Ce

d.

h.

dengan syarat-syaratnya untuk :

Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

Mencegah, mengurangi dan memadamken kebakaran,
Mencegah dan mengurangi peledakan.

Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau ke jadien-ke jadian lain yang ber-
bahaya.

Memberi pertolongan pada kecelakaan.

Memberi alat-alat perlindungan diri pada para peker=-
ja.

Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luas-
nya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar dan radiasi, suara dan
getaran.

Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat
kerja, balk fisik maupun psikis, peracunan, infeksi,
dan penularan.

Memperoleh penerangan yang cukup dan sesual,
Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik.
Memelihara kesehatan dan ketertiban.

Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja



lingkungan, cara dan proses kerjanya.

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, bi-

natang, tanaman atau barang.

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan,

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpanan barang.

q. Mencegah terkena aliran listrik.

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamane pada pe=-
ker jaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah
tinggi ( pasal 3 ayat 1 ).

Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian se-

perti tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sesuai dengan per-

kembangan ilmu pengetahuan, tehnik dan tehnologi serta
pendapat-pendapat baru dikemudian hari ( pasal 3 ayat

2 )s

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat

keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, peng-

angkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,

penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan baku,

barang atau produk tehnik dan aparat produksi yang me-
ngandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan ( pasal
4 ayat 1 ).

Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis il-
miah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun seca-
ra teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang kon
truksi, bahan, pengolahan dan pembuatan perlengkapan
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alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, penge-
pakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal,
atas barang atau bahan, produk tehnis dan aparat produk-
si guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri,
xeselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan kesela=
matan umum ( pasal 4 ayat 2 ).

5. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian se-
perti tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dengan pera=
turan perundangan ditetapkan siapa yang berkewa jiban me-
menuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

Melihat dan menyimek kebijaksanaan yang dikeluarkan
dapatlah disimpulkan bahwa materi yang diatur tentang sya-
rat-syarat keselamatan kerja dalam pasal 3 dan 4 Undang=-
undang Keselamatan Kerja pada prinsipnya bersifat preventif

di mana tiap-tiap point pada pasal tersebut ( pasal 3 dan

4 ) cenderung menekankan pada aspek pencegahan, yaitu pen-

cegahan terjadinya kecelakaan kerja, dengan adanya syarat-

syarat keselamatan kerja tidaklah menutup kemungkinan semua
pihak dan aspek yang terkait dalam lingkungan kerja senan-
tiasa mengadakan pembenahan dan perbaikan, yang bertujuan
memperkecil timbulnya kecelakaan kerja di lingkungan kerja
itu sendiri.

2.3 Pengawasan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Undang-undang, peraturan, pengawasan, rekomondasi,
nasehat, riset, pameran, seminar, lokakarya, dan lain-lain

tidak ada artinya, jika di tempat kerja itu sendiri tidak



ada usaha untuk meningkatkan keselamatan kerja. Perusahaan
harus aktif dengan segala organisasinya untuk membuat tem-
pat kerja yang ada lebih selamat.

Pimpinan perusahsan atau pengurus perusahsan harus
menjadi pimpinan aktivis keselamatan. Setiap orang di peru-
sahaan harus tahu bahwa pimpinan perusahasn tidak hanya
tertarik kepada produksi, kepada kualitas dan kuantitas
produk, kepada pencegahan terbuang-buangnya material, kepa=-
da pemeliharaan mesin dan péralatan secara baik, tetapi ju-
ga kepada keselamatan kerja.

Untuk keselamatan kerja di tempat kerja terdapat
komponen-komponen penting yaitu tanggung jawab pimpinan,
pendelegasian wewenang kepada staf pengawas, status:dan ke=-
giatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan
lain=-lain.

Materi bagi peningkatan keselamatan di tempat kerja

adalah pengawasan yang baik oleh pimpinan perusahaan, sank-

81 terhadap pelanggaran oleh tenaga kerja, keteraturan dan

ketata rumah tanggaan yang baik, dan pemasangan pagar peng-
aman dan pelindung terhadap mesin-mesin yang berbahaya.
Pimpinan perusahaan harus mampu mengorganisasi proses seca-
ra efisien dengan mengkombinasikan produksi maksimum dengan
biaya minimum dan dengan memasukan keselamatan tidak seba-
gal ekstra tetapi merupakan bagian dari proses.
Kebiasaan-kebiasaan kerja secara benar harus ditim-

bulkan oleh latihan kerja yang tepat dan selanjutnya dite-
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ruskan dalam praktek di tempat kerja. Keteraturan dan keta-
ta rumah tanggaan sebagaimana juga alat-alat pengaman yang

penting bagi produksi dan juga keselamatan. Mengenal aspek

psikologis, kondisi kerja yang berakibat ketenangan mental

sangat membantu meningkatkan keselamatan kerja.

Di perusahaan, pimpinan perusahaan harus menetapkan
apa yang harus dilskukan tentang permasalahan tersebut dan
memberikan instruksi yang diperlukan dan pengawasan yang
tepat dan cermat. Orang yang biasa melaksanakan tugas ini

ialah pengawas atau pimpinan kelompok yang peranannya sa-=

) ngat besar dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
Pada perusahaan besar mungkin terdapat baglan kese=-
lamatan dalam organisasi perusahaan atau seorang ahll kese-

lamatan kerja, sedangkan kerja sama semua pihak dalam ke-

glatan keselamatan harus lebih digalaken oleh suatu panitia
keselamatan., Biasanya bagian personalia bertanggung jawab
tentang pengangkatan tenaga kerja baru dan mengenai latihan
kerja di dalam perusahaan., Pada perusahaan kecil prinsip-

prinsip demikian tetap berlaku, tetapi organisasinya lebih

sederhana.

Semboyan bahwa " keselamatan harus dimulail dari
atas " menunjukan secara tegas pentingnya peranan pimpinan

perusahaan bagi keberhasilan program keselamatan. Pimpinan

stafnya tidak pernah berhasil banyak, apabila pimpinan pe-
rusahaan tidak mengambil tugas kepemimpinan dalam melaksa=

|
atau pengawas kelompok tenaga kerja, ahli keselamatan dan
|
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nakan pengawasan guna meningkatkan dan mempertahankan stan-

dar keselamatan yang tinggi. Pengaruh pimpinan perusahaan

harus menjadi kenyataan dalam setiap kegiatan yang berkait-

an dengan lingkungan kerja dan pengolahan tenaga kerja di

perusahaan.

Untuk lebih kongkritnya yang menyangkut pengawasan
dan sanksi terhadap pelanggaran, berikut ini undang-undang
Keselamatan Kefja tentang pengawasan diatur dan ditegaskan
dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 yang isinya sebagai berikut :

1. Direktur melakukan pelaeksanaen umum terhadap undang-un-
dang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli kese-
lamatan kerja ditugasken menjalankan pengawasan langsung
terhadap ditaatinya undang-undang ini diatur dengan per-
aturan undang-undang ( pasal 5 ayat 1 ).

2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan
ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang
ini diatur dengan peraturan perundangan ( pasal 5 ayat
2).

3, Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur da-
pat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding
( pasal 6 ayat 1 ).

4. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding,
tugas panitia banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh
Menteri Tenaga Kerja ( pasal 6 ayat 2 ).

5. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi

( pasal 6 ayat 3 ).




6. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengawas
harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan
yang akan diatur dengan peraturan perundangan ( pasal 7
ayat 1 ).

7. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan
diterimanya maupun akan dipindahken sesuai dengan sifat-
gifat pekerjaan yang diberikan kepadanya ( pasal 8 ayat
1)

8., Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter
yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direk-
tur ( pasal 8 ayat 2 ).

9, Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan de-
ngan peratursn perundangan ( pasal 8 ayat 3 ).

Demikianlah pasal-pasal yang terkandung dalam rumus-
an atau pengertian pengawasan menurut undang-undang Kesela=-
matan Kerja pasal 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan suatu pe-
ngertian umum dari pengawasan dan sanksi terhadap pelangga-
ran,

Perundang-undangan untuk melindungi buruh hanya akan
mempunyal arti, manakala pelaksanaannya diawasi oleh se-
orang ahli, yang harus mengun jungi tempat kerja pada waktu-

waktu tertentu, untuk menjalanken 3 ( tiga ) tugas pokok

yaitu :




1. Melihat dengan jalan memeriksa dan mengawasi sendiri
apakah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dilaksa-
nakan, jika tidak semikian halnya, mengambil tindakan-
tindakan yang wajar untuk menjalankan pelaksanaannya
itu.

2. Membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan
jalan memberi penjelasan-penjelasan tehnis dan nasehat
yang mereka perlukan agar mereka menyelami apakah yang
dimintakan oleh peraturan dan penetapan kebi jaksanaan
pemerintah.

3. Menyelediki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan
yang diperlukan untuk menyusun perundang-undangan perbu-
ruhan dan penetapan kebijaksanaan pemerintah.

Badan pengawas ini, pengawas kesehatan kerja dan pe-
ngawasan keamanan kerja, pertama-tama bertanggung jawab
atas pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai perlindungan
bagi buruh seperti waktu kerja, waktu istirahat, dan ke~
amanan kerja.

Pengawasan ini sendiri bukanlah alat pelindung, me-
‘lainkan lebih merupakan cara untuk menjamin pelaksanaan pe-
raturan perlindungan.

Pengawasan pada permulaan perkembangannya, di bidang
industri sebagian besar ditunjukan kepada pabrik, di mana
pertama~-tama dirasakan perlunya peraturan perlindungan. Pe-
nggunaan cara-cara produksi dengan mesin di pabrik yang

mempekerjakan sejumlah buruh, jelas memerlukan aturan-atur-
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an untuk melindungi buruh dari kerja.lembur, bahaya khusus
terhadap keselamatan kerja yang timbul dari pekerjaan di
tempat kerja ( pébrik ).

Kemudian secara berangsur-angsur diperluas meliputi
tempat kerja dan perusahaan di mana pekerjaan dilakukan da=-
lam keadaan seperti di pabrik, tetepi tidak langsung berke-
naan dengan pembuatan atau produksi misalnya perdagangan
dan penyeluran, meliputi bangunan dan pertanian.

Jika pengawas ini sudah jelas faedahnya bagi buruh,
juga makin diskui faedahnya itu bagi pimpinan perusahaan
dan bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat secara
keseluruhan,

Bagi majikan, sistem pengawasan memberikan jalan
untuk mendapatkan penjelasan darl pihak yang berkompeten
mengenai kewajibannya menurut undang-undang dan petunjuk
mengenai cara melaksanakannya. Ia dapat mengharapkan secara
uniform dan tak memihak, sehingga ia terlindung dari persa-

ingan yang tidak sehat (_unfair competition ) oleh perusa-
haan lain. Dan ia akan ikut menikmati keuntungan masyarakat

yang terjadi karena adanya pelaksanaan peraturan secara
efisien.

Pemeliharaan peraturan perburuhan di perusahaannya
secara wajar oleh badan pengawas, mengakibatkan produksi
oleh pihak buruh yang lebih efisien, karena mereka bekerja
dalam waktu kerja yang layak, tidak ditugasi dengan peker-

jaan yang melebihi kemampuan badeniahnya dan melakukan pe-
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kerjaan di tempat kerja yang sehat dan aman.

Faedah bagi buruh dan majikan ini juga mempengaruhi
keuntungan umum bagl masyarskat dalam bentuk produktivitas
yang lebih tinggi dan efisien, perlindungan bagi kesejahte=-
raan rakyat secara keseluruhan dan memajukan suasana yang

harmonis dalam perindustrian.
Berikut ini dipaparkan berbagai hal tentang Penga-

wasan Pelaksanaan dan sanksi terhadap pelanggaran yang se-

suai dengan Pedoman Pelaksanaan Industrial Pancasila, yaitu

sebagail berikut :

- Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana
HIP tidak akan bermakna apabila tidak diadakan pengawasan
agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut,

- Karena Lembaga Pengawasan Ketenagaker jaan perlu ditetap-
kan sebagai suatu sarana HIP, Agar masyarakat, khususnya
pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan ketentuan-keten-
tuan secara efisien dan efektif, maka sebagal salah satu
upaya fungsi Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu
ditingkatkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada pekerja,
pengusaha dan pemerintah atau masyarakat.

- Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pegawal Pengawas
Ketenagaker jaan, perlu didekatkan kepada masyarakat,
untuk itu perlu :

- kehadiran pegawai pengawas di tempat-tempat kerja su-

paya lebih terencana dan
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- peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas se-
suai dengan tuntunan dan tuntutan pembangunan,

- upaya agar pekerja dapat meningkatkan peran sertanya
dalam pengawasan pelaksanaan perundang-undangan ketena-
gakerjaan di perusahaan.

- Perlu diusahakan agar Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan
dapat menciptakan suatu keadasn dimana setiap peraturan
perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan selalu di-
patuhi semua pihak yang tersangkut proses produksi.

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam
meningkatkan kese jahteraan, keselamatan dan kesehatan tena-
ga kerja adalah unsur pengawasan tenaga kerja. Sebagal pe-
negak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini
harus bertindak sebagai pendeteksi dini di lapangan, sehi-
ngga diharapkan segala gejolak yang dapat timbul dengan
mudah dideteksi secara awal yang pada gilirannya dapat mem-
berikan atau dapat diciptakan suasana yang aman, stabil dan
mantap di bidang ketenagaker jaan.

Kebi jaksanaan pengawasan tenagea kerja secara opera-
sional ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha pre-
ventif dan edukatif, namun demikian tindaken represif
baik yang yustisial, maupun non yustisial akan dilaksa-
nakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang
gsecara sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali di-

peringatkan akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan=-
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ketentuan yang telah ditetapkan,

2. Unit dan aparat pengawas diharapkan lebih peka dan cepat
bertindak terhadap masalah-masalah yang timbul dan mung=-
kin timbul di lapangan, sehingga masalshnya tidak meluas
atau dapat diselesailkan déngan tuntas,

3. Aparat pengawaé dalam melaksanakan tugas dan fungsi pe=-
ngawas diharuskan turun langsung ke lapangan untuk meli-
hat permasalahannya secara langsung, sehingga dapat di-
jamin obyektifitasnya.

4. Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga da-
pat menjangkau obyek pengawas seluas mungkin khususnya
pade sektor-sektor yang dianggap rawan dan strategis.

Adapun ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketena-

gaker jaan menurut Sendjun H. Manulang, SH adalah sebagail

berikut :

"4, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pe-
laksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
norma perlindungan tenaga kerja,

2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurna
norma kerja dan pengawasannya, :

3, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang me-
nyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, anak-
anak dan orang muda,

4, Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penerapan,
dan pengawasan norma di bidang kecelakaan kerja
itu sendiri" 5).

Hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 16 Undang-

undang Nomexr 14 tahun 1969 yang berbunyi sebagai berikut :

"Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagaker ja-

an serta peraturan-peraturan pelaksanaannya diada=-
kan suatu sistem pengawasan tenaga kerja"

5)1pia.
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Sedangkan fungsi pengawasan ketenagakerjasan itu sen-
diri menurut penegasan Sendjun H. Manulang, SH adalah seba-
gai berikut :

"1. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang atau keten-
tuan-ketentuan yang berlaku, khususnya keten-
tuan-ketentuan di bidang perburuhan/ketenagaker-
jaan,

2. Memberi penerangan tehnis serta masukan atau na-
sehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang
hal-hal yang despat menjamin pelaksanasan efektif
dari peraturan-~peraturan ketenagakerjaan,

3« Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan
penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang
tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-
undangan®™ 6).

Dengan demikian jelaslah bahwa yang melaksanakan tu=
gas-tugas serta fungsi-fungsi pengawasan di bidang ketena-
gakerjaan ini disebut " Pegawal Pengawas " yaitu pegawail
tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang
ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ( paaa1‘1 Undang=-undang
Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ).

Pegawai-pegawail pengawas serta pegawai-pegawal pem-
bantu yang mengikutinya dalam melakukan kewa jibannya berhak
memasuki semua tempat-tempat dimana dijalankan atau biasa
dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan
atau dipergunakan oleh majikan/pengusaha atau wakilnya
untuk perumahan atau perawatan tenaga kerja.

Pengusaha atau pengurus-pengurus perusahaan serta

semua tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu wajib

6)Ibif:'l«
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memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya
dan yang sebenar-benarnya yang diminta oleh pegawai penga-
was, baik dengan lisan maupun dengan tulisan mengenai hu-
bungan-hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja pada umumnya
di dalam perusahasn itu pada waktu itu/atau pada waktu yang
lampau,

Pegawai-pegawai pengawas di dalam menjalankan tugas-
nya diwajibkan berhubungan dengan organisasi serikat kerja
atau tenaga kerja yang bersangkutan, Atas permintaan pega-
wai tersebut maka pengusaha ( pimpinan perusahaan ) atau
wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi ke-
terangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Pegawai-pegawai pengawas di dalam menjalankan tugas-
nya diwajibkan berhubungan dengan pegawai-pegawai pembantu
tersebut dan wajib merahasiakan segala keterangan tentang
rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan yang diketahuinya
berhubungan dengan jabatannya. Terhadap pegawail pengawas
atau pegawal pembantu yang dengan sengaja membuka rahasia
rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi hukum-
an berupa hukuman penjara selama-lamanya © bulan dengan ti-
dak atau dipecat dari hak memangku jabatannya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pegawal pengawas
seperti tersebut di atas, maka bagl pegawal pengawas itu
sendiri harus dilandasi dengan landasan hukum guna menjadi
pegangan didalam mencapal sasaran pengawasan yang diingin-

kan, Adapun landasan hukum yang berkenaan dengan pelaksana-
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pengawasan adalah sebagai berikut :
Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok
mengenai tenaga kerja, khususnya pasal 16.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Per-
buruhan,

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1984 ten-
tang Pengawasan Ketenagaker jaan Terpadu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 199 tahun 1983 ten-
tang Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen Tenaga
Ker ja.

Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta kon=-
vensi ILO yang mengatur tentang Pengawasan Perburuhan
dan Ketenagaker jaan,

Dengan adanya landasan hukum memperkuat pelaksanaan

pengawasan ketenagakerjaan, maka dengan demikian dapatlah

dilaksanakan 3 ( tiga ) macam kegiatan yang bersifat peme-

riksaan dalam melaksanakan pengawasan itu sendiri, yaitu :

1.

2.
3.

Pemeriksaan pertama, yaitu kegiatan yang bersifat mengo-
reksi atau memeriksa yang dilskukan oleh pegawail penga-
was umum yang mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan
norma keselamatan kerja.

Pemeriksaan ulang.

Pemeriksaan khusus, yaitu apabila ada hal-hal tertentu

misalnya pengaduan atau atas perintah atasan untuk suatu
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hel di suatu perusahaan yang bersangkutan,

Sesuail dengan maksud diadakannya pengawasan ketena-
gakerjaan, maka tugas utama dari pegawal pengawasan adalah
sebagai berikut :

1« Mengawasi berlakunya Undang=-undang dan peraturan-pera=-
turan ketenagsaker jaan.

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal
hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti
yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan pe=-
raturan ketenagaker jaan.

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan
ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen
Tenaga Kerja yang berdasarkan Undang-undang ditugaskan se=-
cara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pe-
ngawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan

di bidang ketenagaker jaan,




BAB 3
GAMBARAN UMUM KEADAAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
SEKTOR BAKARU KABUPATEN DATI II PINRANG

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara Sektor Baka-

ru Kabupaten Dati II Pinrang

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ini dibangun
dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik di Sula-
wesi Selatan, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang dan kota
lainnya di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Sumber daya yang
diharapken dapat dibangkitken dari proyek ini adalah 4 x 63
MW yang terbagi dalam 2 ( dua ) tahap, yaitu sebagai beri-
kut :

1. Tahap Pertama dibangun 2 x 63 MW dan diharapkan dapat
menghasilken tenaga listrik per tahunnya sebesar yaitu
1.030 GWH,

2. Tahap Kedua dalam rangka menyalurkan sumber daya yang
dibangkitkan dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air
Bakaru ke wilayah Sulawesi Selatan, dibangun juga Gardu
Induk di Kota-kota Pantal Barat Sulawesi Selatan yaitu
Pinrang, Pare-Pare, Barru, Tonasa beserta jaringan

" Transmisi 150 KV, Bakaru-Pinrang.

Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) Bakaru
ini diambil dari Sungail Mamasa yang membelah kampung Bakaru
Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, di
bawah tanah pada kedalaman 17 meter. Dan ada 2 ( dua ) ter-

bin yang masing-masing berkekuatan 64,44 watt menerima cu-
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ter untuk menggerakan 2 ( dua ) generator yang berkekuatan
masing-masing berkapasitas 70 Mega Volt Amper.
Kemudian dari pada itu Pembangkit Listrik Tenaga Air

‘ rahan air 45 msldetik yang jatuh dari ketinggian 33%6,2 me=-
Sektor Bakaru didirikan berdasarkan Jadwal Tahapan Pemba-

ngunan yang telah ditetapkan sebagai berikut

1. Studi Kelayakan : 1976 - 1977
‘ 2. Basic Design : 1977 - 1981
3. Pembangunan Prasarana : Jull 1981
4. Detail Design :t 1982 - 1984
5. Studi Analisis Dampak Lingkungan : 1982
6. Pembebasan Tanah : 1982 = 1984
7. Penyusunan Tander Dokumen : 1984 - 1985
8. Pelaksanaan Tander Pekerjaan Utama : 1984 - 1987
9. Pelaksanaan Figik Bangunan Utama : April 1987
10. Test Commissing ' : Des. 1990.

Adepun sumber-sumber dana yang dimiliki oleh Pem-
bangklit Listrik Tenaga Air Sektor Bakaru Kabuapeten Daerah
Tingkat II Pinrang adalah baik yang datang dari dalam nege=-
ri ( lokal ) juga yang bersumber dari luar negeri berupa
sumbangan luar negeri atau bantuan luar negeri dan pinjaman
luar negeri, yang ditanam oleh pihak investor-investor
asing.

Untuk lebih jelasnya berikut ini sumber dana Pem-

bangkit Listrik Tenaga Air Sektor Bakaru Kabupaten Pinrang




terlampir di bawah ini :
SUMBER DANA PLTA BAKARU
KABUPATEN PINRANG

No. Uraian Lokal Asing Total E
(Juta Rp) (Juta Yen) (Ribu US%)

1. Loan OECF IP=257

a, Pekerjaan Utama 34.513,=- 15.480,- 120.401,-
b. Prasarana 68,046,- 5.984,= 130.704,~-
Sub Jumlah 1 102.559,~ 21.464,~ 251.105,=

24 Loan OECF IP=271

a., Perelatan Mesin
dan Listrik 5.181,= 10.783,~ 54.284,~

b. Pembangunan Gardu
Induk dan Trans

misi  12.490,- - 17.843,=

Sub Jumlah 2 17.671,- 10.783%,= T2.127,~
Jumlah ( 1 + 2 ) 120.230,- 32,247 ,- 323,232,=
Catatan : 1, Loan OECF IP-257, 1 US$ = Yen 230 = Rp. 650,-
2. Loan OECF IP-271, 1 US$ = Yen 230 = Rp, 700,-

Sumber Data : Berdasarkan Report Of Project Budget Cost
Estimate New Jec Bulan September 1988,




a.

b.

Ce

d.

SUMBER DATA TEKNIS PLTA

Umum

~Debit Maksimum

-Tinggi Jatuh

-Tinggi Jatuh Efektif
-Daya Maksimum

-Energi Pertahun

-Luas Daerah Aliran Sungai

Waduk

-Muka Air Tertinggi
-Luas Daerah Genangan
=Volume Waduk
-Kedalaman Efektif

Dam Utama

-Tipe

-Tinggi

-Panjang Puncak
-Volume Dam Utama
-Saluran Pelimpah

Pintu Pengambilan

-Tipe
-Ukuran

-Debit Air Maksimum
Terowongan Tekan

-Tipe
-Pan jang
~Diameter Dalam

%

BAKARU

: 45 m3/ detik

LL] LL]

: 1.080 Km

..

L1

.. a“n a-n

336,2 m
322,2 m
2 x 63 MW (Tahap1)

1.030 GWH
2

+ 615,5 m
199,85 Ha
8,38 x 10° m>
3,5 m

Concrete Grafity
16,5 m

122,5 m

22,210 m>

Gate Overflowing,
Kapasitas 2.500 m3
Per detik

Side Intake
Lebar = 2 x 23 m
Tinggi = 8,5 m

: 2 x 45 m°/ detik.

: RCCPT
: 6,1 Km
t 4,5 m




f.

g

Je

Tangki Pelepas Tekan

-Tipe
-Tinggi
-Diameter Dalam

Pipa Pesat

=Tipe
-Panjang
=Diameter Dalam

Gedung Pembangkit

-Tipe
-Ukuran

Ta"¥bin

-Tipe
-Kapasitas / Unit
-Putaran / Menit
=Jumlah Unit

Generator

-Tipe
-Tegangan
-Kapasitas / Unit
-Frekwensi
-Jumlah Unit

Travo Utama
-Tipe
-Kapasitas
~-Tegangan
~Frekwensi
~Jumlah Unit

LL] -

LA

L

an
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ROSTUSC
42 m
10m

SPL
1,7 Km
4,4 m=3,4 m=1,6 m

SU ( BF )

P =64,15m
31,15 m
34,20 m
6 Lantai

I

T

1}

VSFT
64,44 MW
500 r.p.m
2

TP AC S
11 KV
70 MVA
50 HZ

: 0D

70 MVA
11 KV / 150 KV

: 50 HZ

2
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1. Serandang Hubungan 150 KV

=T ipe : Out Door
-Serandang Hubung ¢ Gas, Circuit Breaker
-Bus Sistem ¢ Double Bus,

3.2. Letak Dan Geografisnya
Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru yang berdo-
misili di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II
Pinrang, tepatnya di kampung Balkaru Desa Ulu Saddang Keca-
matan Lembang Kabupaten Pinrang.
Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru ini, diapit
dan berbatasan dengan Sebelah Timur Kabupaten Daerah Ting-
kat II Polmas, Sebelah Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tana Toraja dan Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tinglat II
Enrekang.
3+3. Data Ketenagakerjaan
Adapun data ketenagalrer jaan pacda Perusahaan Listril
Ilegara Sektor Bakaru Kabupaten Pinrang yang penulis dapat-
kan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut
- Di lingkungan Perusahaan Listrik liegara Selttor Bakaru ma=
salah status tenaga kerja / pegawai dibagi dalam 2 (dua)
bagian yaitu :
a. Pegawai Tetap, dan
b. Pegawai Harian Lepas.

- Untuk pegawai tetap pada Perusahaan Listrik Negara Sek-
tor Bakaru berjumlah 52 orang, yang terdiri dari 17 ora-
ng tenaga Tata Usaha dan 35 orang tenaga tehniltc, Dan 4

orang tenaga tehnik pada Gardu Indulk,
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- Untuk pegawal harian lepas pada Perusahaan Listril leza=-
ra Sektor Bakaru berjumlah 33 orang yang kesemuanya un-
tuk tenaga tehnik dan 19 orang pada Gardu Indul,

- Dengan demikian total pegawai yang bekerja pada Perusahae
an Listrik Negara Sektor Bakaru sebanyak 108 orang pega-
wai / tenaga kerja.

Untuk lebih jelas dan sistematisnya, berilkut ini pe-

mulis sajikan dalam bentuk berikut ini,

Uraian Sektor Bakaru Gardu Induk

Status Kepegawaian :

Pegawai Tetap 52 4
Pegawai Harian Lepas! 33 19
Jumlah 85 23

=-terdiri dari :

Tenaga Tehnik 65 25
Tenaga Tata Usaha 20 -
85 23
Total Pegawai PLN Sektor 108
BAKARU

3.4. Dasar Terbentuknya Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusa-
ha denpgan pekerja yang timbul dari perjanjian “erja yang
diadakan untulkt waktu tertentu maupun walitu yang tidalk ter-

tentu,




Menurut Prof., Iman Soepomo, Si, 1983 halaman 53
menyatakan bahwa hubungan kerja itu adalah sebagai beri-
kut :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan
majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian
kerja oleh buruh dengan majikan, dimana buruh mepya-
takan kesangzupan untuk bekerja pada majikan deng-
an menerima upah dan dimana majikan menyatakan ke~
sanggupannya untuk mempekerjskan buruh dengan mem-
bayar upah".

Dengan demikian dari pengertian/definisi tersebut

di atas dapat diuraikan bahwa perjanjian kerja adalah :

1, Perjanjian antara seorang pekerja ( Buruh ) dengan peng-
usaha untuk melakulzan pekerjaan.

2. Dalam melakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan
berada di bawah pesrintah pengusgha/pemberi kerja.

5. Sebagal imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja
berhak atas upah yjang wajib dibayar oleh pengusaha.,

Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ada
tiga ( 3 ) faktor yang menentukan adanya hubungan kérja,
yaitu :

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakulan.

2. Adanya perintah, dan
\ 3. Adanya upah.
‘ Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut,
i maka tidak akan ada hubungan lcerja. !lubungan kerja ini me-
| nun jukan kedudukan kedua belah pihak yaitu hak-halk dan ke-

‘ wa jiban-kewajiban pelzerja terhadap pengusaha, serta hak

| hak dan kewajiban~kewajiban pengusaha terhadap pekerja.
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Demikian pula halnya dengan Perusahaan Listrik Negara
Sektor Bakaru di Kabupaten Dserah Tingkat II Pinrang di ma-
na dasar terbentuknya hubungan kerja tetap dilandasi oleh
ketiga unsur tersebut yaitu ; adanya pekerjaan, adanya pe-
rintah dan adanya upah, yang kesemuanya itu menjadi hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja)
yang dituangkan dalam pasal 1601 a BW/KUH Perdata yang isi-
nya sebagai berikut :

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana
pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya
untuk bekerja pada pihak lainnya yaitu majikan
untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah",
Namunpun demikian pada Perusahaan Listrik Negara

Sektor Bakaru dalam menerima tenaga kerja utamanya tenaga
kerja harian, selainndipertegas oleh pasal tersebut di atas
dipertegas pula oleh pihak perusah#an, dalam hal ini kebi-
jaksanaan-kebi jaksanaan pihak perusahaan, Pada Perusahaan
Listrik Negara Sektor Bakaru untuk mempeker jakan tenaga .-
kerja harian tersebut yang biasa di sebut Cleaning Servis,
pibak perusahaan hanya mengadakan suatu sistem kontrak,
Apebila dalam masa kontrak tersebut pekerja/buruh tidak me-
nyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan
maka kontrak terhadap pekerja/buruh akan diperpanjang te-
tapil sebaliknya apabila pekerja/buruh tidak mematuhi aturan .
yang telah ditentukan maka kontrak terhadap pekerja/buruh
akan dipertimbangkan lebih lanjut,




BAB 4
PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA
PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEKTOR BAKARU
4.1 Bentuk dan Cara Perlindungan Keselamatan Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja di Perusahaan
Listrik Negara Sektor Bakaru adalah merupakan masalah pen-
ting dan pokok untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan
yang telah digariskan oleh Undang-undang Keselamatan Kerja.
Dan ini merupakan suatu keharusan karena kondisi peker jaan
yang mengharuskan para pekerja atau karyawan PLN Sektor Ba-
karu bekerja pada peralatan-peralatan yang bertegangan, ru-
angan sempit bawah tanah maupun dalam terowongan Yyang semua
itu adalah kondisi yang sangat rawan dan potensial akan ba-
haya,

Sehubungan dengan kondisi zaman yang menuntut akan
kontinuitas pelayanan listrik kepada masyarakat agar tidak
sering terganggu maka pekerja, karyawan di Pembangkit Lis-
trik Tenaga Air (PLTA) Bakaru diharuskah bekerja pada kon-
disi tersebut di atas, mengingat saat ini pemasok atau pu-
sat tenaga listrik yang terbesar di Sulawesi Selatan ini
berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru.

Untuk melaksanakan peker jaan tersebut maka syarat-
syarat keselamatan kerja harus diperhatikan sedemikian ru-
pa guna meningkatkan keselamatan jiwa dan kelancaran peker-
Jaan itu sendiri. Sekalipun telah ada penggarisan dan sya-

rat-syarat keselamatan kerja, namun dari hasil pengamatan
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penulis selama ini pelaksanaan keselamatan kerja di Perusa=-
haan Listrik Negara (PLIl) Sektor Bakaru belum seluruhnya
terlaksana namun peralatan-peralatan vital yang harus dike=-
nakan/dipakai sudan terpenuhi, mengingat keberadaan PLN
Sektor Sakaru sendiri baru berjalan kurang lebih satu tahun
dan dari penjelasan bagian Evaluasi dan Perencanaan menge-
nal perlindungan keselamatan kerja ai PLN Sektor Bakaru te-
tap mendapat fokus utama untuk dilaksanakan karena ini me=-
rupakan pendukung dari kelancaran tugas-tugas operasi dan
pemeliharaan.
Adapun bentuk dan cara perlindungan keselamatan ker-
Ja yang ada pada pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru
antara lain :
1. Perlindungan terhadap tangan
Para pekerja pada unit pembangkit khususnya untuk regu
pemeliharaan menggunakan sarung tangan yang dirancang
secara khusus yang disesﬁaikan dengan pekerjaan yang di-
tanganinya.
Jenis-jenis pelindung tangan yang digunakan oleh regu
pemeliharaan yaitu :
- Sarung tangan tahan tegangan digunakan untuk bekerja
pada peralatan yang dalam kondisi bertegangan.
- Sarung tangan tahan panas (Asbes) digunakan pada pe-
ker jaan-peker jaan yang mengandung tekanan dan panas,
- Sarung tangan kulit digunakan pada peker jaan-peker jaan

alat-alat yang berat.
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Sabuk pengaman (Safety Bell)

Sabuk pengaman ini digunakan untuk melindungi pekerja
yang bekerja pada tempat-tempat yang tinggi misalnya
Hemanjat Tower/menara, tiang-tiang listrik dan sebagai-
nyea.

Perlindungan telinga (Ear Muff)

Pekerja pada unit pembangkit diberi perlindungan terha-
dap suara-suara yang tinggi atau kebisingan suara mesin
yang davat menyebabkan kehilangan pendengaran,
Perlindungan Kepsala

Para pekerja di unit pembangkit dilengkapi denszan topi
pengaman (Hard Hats) yang terbuat dari bahan non konduk-
tor yang fungsinya melindungi kepala dari benturan atau
ke jatuhan benda keras dan tajam,

Perlindungan pada Kaki

Setiap pekerja diberi sepatu kerja yaitu sepatu boots
yang ujungnya terbuat dari baja dengan lars yang tinggi.
sepatu kerja ini bermacam-macam sesuai dengan pengguna-
annya misalnya : sepatu tahan isolasi, sepatu tahan ben-
turan dan sebagainya.

Perlindungan pernapasan

Para pekerja di unit pembangkit dilengkapi pula dengan
respirator dan peralatan pernapasan (Breathing Apparatus

/Self Contained breathing divices) misalnya sewaktu me-

reka beker ja menginspeksi terowongan bawah tanah yang

panjangnya kurang lebih 6 kilometer.,




Selain bentuk perlindungan personil atau sistem pe=-
nzamanan yang tersebut di atas ada pulas sistem pengamanan
vang lain yang diterapkan di PLTA Sektor Bakaru yaitu be-
rupa Interlock, Di mana interlock ini dapat berupa Electrik
dan sistem mekanik,

Sistem pengaman berupa Elektrik yaitu : Pemberian
etiket atau tanda pengaman peralatan (Tagging). Etiket ini
di tempatkan diperalatan unit pembangkit untuk memberikan
peringatan kepada pekerja yang lain akan adanya banaya pada
ruangan tertentu. Pemberian etiket ini dapat mencezah keru-
sakan baik terhadap personil maupun terhadap peralatan. Di
PLTA Sektor Bakaru yang berwenang mengeluarkan/membuat eti-
ket adalah :

- Wewenang Supervisor,

- Wewenang pelaksana (seksi operasi)

- Wewenang pegawai pemelihara.

Adapun jenis-jenis etiket yang digunakan pada unit
pembangkit antara lain :

1. Safety tags

Tujuan etiket ini adalah agar tidak mengoperasi-
kan peralatan selama etiket ini masih terpasang.

2. Hot Line Tags

Kegunaan hot line tags ini adalah untuk memberi
izin/mengizinkan pekerjaan dilakukan pada perala..
tan yang bertegangan, pada kondisi tertentu dan

benar-benar dianggap aman dan khusus diberikan




50

untuk pekerja yang dapat diandalkan (Quili Frie
end).

3. Spescial Condition Tags

Etiket ini khusus digunakan untuk menandai bahwa
suatu peralatan mengalami suatu keadaan khusus
(kerusakan) ini dibuat untuk mengoperasian khusus
sementara atau petunjuk pembatasan pengoperasian,
agar peralatan tidak mengalami kerusakan yang le=-
bin fatal.

4, Supervisory Control Tags

Etiket ini hanya digunskan pada panel control in-
duk, Di mana supervisory control ini dioperasikan
melalui computer.

Sedangkan sistem mekanik yaitu : Semua peralatan
yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan ter-
masuk tempat/ruangan yang akan digunakan harus benar-benar
dalam keadaan aman dari segala hal yang dapat menghambat
jalannya pekerjaan tersebut,

Sistem peralatan di dalam unit pembangkit pada umum-
nya memiliki hubungan kerja antara sistem yang satu dengan
sistem lainnya maka gangguang pada satu sistem akan mempe-
ngaruhi sistem lainnya. Karena hubungan sistem yang demiki-
an, maka memerlukan prosedur sistem pengaman untuk menjamin
keselamatan pekerja dan peralatan itu sendiri.

Untult mengatasi hal tersebut di atas maka tindakan/

prosedur keselamatan kerja yang diterapkan di PLN Sektor
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Bakaru terdiri dari dua sitem pengaman yaitu :

1. Clearance yaitu tindakan pengamanan menyangkut kerja sa-

2.

ma antara operator (seksi operasi) dan mainkuace (seksi
pemelihara). Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi
pemelihara (dalam hal ini seksi pemelihara) ataupun per-
alatan itu sendiri. Prosedur pengaman ini biasa berupa
pemutusan sumber daya pemisah Circuit Breaker/Diskoneksi
dari suatu sistem, ataupun berupa suatu interlock dan
sebagainya terhadap perslatan tersebut untulk tujuan per-
baikan, pengetesan atau perawatan dan pemeriksaan khu-
sus,

Permission yaitu izin untuk melakukan pekerjaan.
Permission bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan luka=-
luka., Jika prosedur pemberian izin tersebut diputuskan
atas situasi pekerjaan tertentu, suatu pengenalan oto-
mabis dan tegas bahwa suatu bahaya ada terhadap petugas
yang akan melakukan peker jaan,

Pemberian izin ini bersifat otoritas yang dibuat oleh
seorang petugas yang berwenang, berdasarkan usulannya
untuk bekerja pada suatu peralatan, di mana peralatan
tersebut tidak dapat diamankan/dihilangkan sumber baha-
yanya. Dengan kata lain tidak dapat dihentikan pengope-
rasian sementara pekerjaan harus tetap dilaksanakan.

Teknik pelaksanaan dari pada Clearance dan Permisi-

on adalah sebagai berikut :

1. Semua sumber bahaya dihilangkan sejauh mungkin.




2. Peralatan yang diisolasi/diamankan harus diberi
tagging men at work (etiket/tanda peringatan).

3. Status dari peralatan tersebut, khususnya sumber-
sumber bahaya yans ada harus dinyatakan dan petu-
gas mana pemberian izin tersebut diperuntukkan,

4, Petugas yang menerima pemberian izin tersebut ha-
rus memahami dan mengulangi status peralatan dan
sumber-sumber bahaya yang telah dinyataltan kemba-
1i kepada operator yang menbuat,

5. Pemberian izin hencaknya dimasukan dalam buku ca-
tatatan unit pembangkit, dimana petugas yang di-
beri izin dan operator yang membuat akan menanda-
tanganinya.

6. Untuk pencabutan atau orang yang melepaskan izin
tersebut hendaklah membuat pernyataan resmi kepa-
da operator yang berhubungan dengan s tatus per-
alatan tersebut dan pekerjaan yang telah disele-
saikan,

7. Izin dapat segera dicabut kembali setelah selesai
dari pekerjaan khusus sesuai yang telah ditetap-
kan.,

Permission/pemberian izin tidak akan dibuat jika
peralatan tersebut telah dikosongkan dengan sempurna untuk
suatu pekerjaan, ataupun tidak perlu pemberian izin di mana
tidak ada listrik, sumber-sumber mekanik atau hidrolik.

Prosedur pemberian izin hendaknya tidak digunakan
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untuk sumber-sumber bahaya yang kecil, seperti bekerja pada
instalasi/circuit 110 Volt, memperbaiki instrumen pencatat,
atau memperbaiki pipa-pipa air minum,

Dengen demikian perlindungan terhadap pekerja atau
kxaryawan PLN Sektor Bakaru, dilindungi secara berganda yai-
tu dengan memperlengkapi alat-alat pelindung diri, penga-
manan teknik, tempat serta peralatan dan lingkungan ker ja
itu sendiri.

4.2 Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Kerja

Salah satu unsur yang turut berperan dalam pening-
katan kese jahteraan dan keselamatan kerja adalah unsur pe-
laksanaan pengawasan ketenagaker jaan., Sebagai penegak hukum
dibidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus bertin-
dak sebagal pendeteksi di lapangan, sehingga diharapkan se-
gala kemungkinan yang akan timbul dapat dideteksi secara
awal. Karena pada hakekatnya manusia itu mempunyai sifat
cenderung untuk mendapat celaka, karena alfa, lalai dan se-
banagainya, untuk itu perlu tenaga pengawas masalah kesela-
matan kerja.

Seperti halnya pacda nerusahaan Listrik Negara Sektor
Bakaru, pelaksanaan pengawasan secara umum tentang ditaati-
nya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagaker jaan
mengenai masalah keselamatan kerja belum ada pe jabat atau
petugas yang ditunjuk secara khusus untuk menangani masalah
keselamatan kerja tersebut.

Namun demikian pelaksanaan pengawasan di lingkungan




PLY Sektor Bakaru tetap ada untuk masing-masing sub unit,
Vewenang tugas ini dipegang oleh masing-masing leader, mi-
salnya; untuk peker jaan pemeliharaan, wewenang pengawasan-
nya dipegang oleh leader pemeliharaan, demikian pula untuk
peker jaan pengoperasian pengawasannya ditangani oleh leader
operasional dan seterusnya.

Jadi masalah pelaksanaan pengawasan akan keselamatan
kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru, selain bertugas se-
bagai pengawas kerja/pengawas lapangan dalam hal ini petu-
gas pengawas keselamatan kerja juga merangkap sebagai pe-
ngawas pelaksanaan teknis pekerjaan itu sendiri.

Adapun persiapan-persiapan pengawasan meliputi :

1. Instruksi kerja
- Pengawas memberi instruksi lkerja dengan baik dan jelas
tentang vekerjaan yang akan dihadapi, atau perintah
khusus yang perlu diperhatikan, Kemudian pengawas ker-
ja mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan antara
lain :
- penyediaan peralatan kerja yang diverlukan,
- peralatan pengaman kerja yang sesuai dengan macam
peker jaan yang dihadapi.
- Jjumlah tenaga kerja yang sesuai, untuk menyelesaikan
pekerjaan itu.
2. Pengamanan lokasi/tempat kerja.
Untuk mengetahui lokasi/tempat kerja pengawas lapangan/

pengawas keselamatan kerja menyampaikan kepada tiap-tiap
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misalnya, dijalan

——

rekerja dalam bagiannya masing-masin

unum, jalan ramai, gardu induk atau tempat daerah terla-

rang dan sebagainya.

Dengan demikian pengawas lkerja demi kelancaran tugas dan

keselamatan petugasnya harus davat

- lMemperkirakan bshaya-bahaya apa yang dapat timbul,

- Memberitahukan kepada masyarakat sekitar pekerjaan itu
agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan bagi ma-
syarakat disekitarny.

Alat pengzarman kerja dan pengawasan penggunaannya.

Penyediaan alat-alat pengaman dan penyelemat kerja harus

harus dipilih sesuai bidang pekerjaan yang dihadapi.

Apabila semua peralatan yang sesuai dengan pekerjaan

yang dihadapi sudah disiapkan, pengawas harus mengawasi

dalam penggunaannya, misalnya :

- Pada penerangan jalan umum harus memakai, sabuk penga-
man, spanning zoeker (tester) +500 Volt, mobil tangga
yang berisolasi.

- Pada bagian tegangan menengah/tinggi/gardu induk, ha-
rus memakail gepatu laars karet dengan daya sekat di
atas 1000 Volt, sarung tangan panjang dengan daya se-
kat di atas 1000 volt (kalau mungkin di atas 20.000
Volt), topi pengaman (helm) dan sebagainya.

Peranan dan kewibawaan para petugas pengawas kesela-

matan kerja, sangat diperlukan dalam hal ini perintah peng-

gunaan alat pengaman kerja yang baik, sesual dengan peker-




jaan yang dihadapi demi terciptanya cara kerja yang aman
baik untuk petugas sendiri maupun untuk masyarakat seki-
tarnya.

Demikian juga kesuksesan pelaksanaan pengawasan lte=
selermatan kerja pada PLN Sektor Bakaru, ditunjang oleh pe=-
ranan dan kewibawaan para petugas pengawas, karena ditanca-
ni langsung oleh pimpinan/atasan masing-masing yang men jadi
penanggung jawab peker jaan tersebut.
4.%-Analisis

Setiap pekerjaan memiliki ciri tersendiri di mana
akan timbul tuntutan masing-masing individu, macam peker ja=-
an apa yang sesual dan yang dibutuhkan, maka hal ini memer-
lukan perhatian untuk meningkatkan motivasi kerja serta pe-
nyesuaian kemampuan fisik, mental dan faktor-faktor bakat
lainnya.

Analisis pelaksanaan keselamatan kerja menguraikan
setiap operasi dalam pekerjaan, menelaah bahaya-bahaya dan
menun jukan tindakan pencegahannya.

Tak satupun instansi atau perusahaan yang mengharap-
kan akan terjadinya kecelakaan pada karyawannya dalam pe-
laksanaan tugas/peker jaannya. Demilkian pula halnya dengan
para pekerja atau karyawan yang berada di PLN Sektor Bakaru
Pinrang. Namun demikian terkadang magih' juga ditemui instan-
sl atau perusahdan yang memperker jakan karyawannya dengan
tanpa mengacuhkan syarat-syarat keselamatan kerja.

Untuk itu dalam meningkatkan keselamatah kerja perlu
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adanye dukungan sistem kerja yang aman dan nyaman. Kemampu=
an untuk dapat membentuk atau menciptakan tata cara kerja
sangat dibutuhkan, karena dengan memilih beberapa alterna-
tif, cara kerja dapat dirancang satu sistem kerja yang
baik,

Dengan demikian, perancang kerja harus dapar mengua
sai dan dapat mengendalikan faktor-faktor yang membentuk
sistem kerja itu sendiri, yaitu manusia, mesin serta per-
alatan dan lingkungan kerja yang harmonis lagi ideal.

Perbuatan maupun kondisi tids)s aman timbul karena
yang bersangkutan sebagai manusia mempunyai keterbatasan
dalam faktor diri dengan sistem kerjanya. Untuk itu perlu
dihindarkan dengan menberikan sarana maupun metode kerja
yang sesuai dengan batas-batas kemampuan manusiz, sehingga
dengan cara ini dapat diharapkan akan terjadi proses kerja
yang aman.,

Untuk mencapai semua sasaran tersebut, rmalka didalam
pelaksanaannya perlu dilandasi oleh suatu landacan yaitu
landasan hukum dan landasan operasional.

1. Landasan Hukum, yaitu :
a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok
mengenai tenaga kerja, khususnya pasal 16.
b. Undang-undang nomor 3 tahun 1951 tentang pengawasan
perburuhan.
¢c. Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1984 ten-

tang pengawasan tenaga kerja.



58

2. Landasan Operasional, yaitu :
a. Garis-garis Besar Haluan lNegara 1983-1988.
b. Kebijaksanaan llenteri Tenaga Kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka analisis me-
ngenai pelaksanaan keselamatan kerja di lingkunzan perusa-
haan Listrik Negara Sektor Bakaru, Kaburaten Dati II Pin-
rang secara bertahap menerapkan pelaksanaan kesclamatan
kerﬁa kearah perancangan sistem kerja yang lebih bgik dan

benar.




BAB 5
PENUTTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pa-

da bab=bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpu-

lan antara lain :

1.

3.

Pelaksanaan keselamatan kerja Khususnya pada PLN
Sektor Bakaru, sangat diperlukan di mana letak
dan medan kerjanya sangat rawan dan potensial
akan bahaya. Sehingga untuk penggunaan perangkat
peralatan yang serba mekanik, memerlukan tenaga
ker ja yang terampil dan profesional.

Berdasarkan ketentuan tersebut PLN sektor Bakaru
telah menetapkan kebi jaksanaan dalam rangka men-
min keselamatan kerja yang tertuang dalam inst-
ruksi-instruksi, surat-surat edaran dan surat
dinas sebagal peraturan pelaksanaannya yaitu
memberikan pengarahan kepada semua pengawas ker-
ja disemua tempat kerja. Pengarahaﬁ.ini tidak
hanya dilaksanakan satu kali tetapl secara ber-
kala. Secara terus menerus mengadakan pengamatan
dan penelitian pada setiap alat dan peralatan
yang vital, sehingga hal-hal yang tidak diingin-
kan dapat dicegah ateu jika terjadi segera dila-
kukan usaha-usaha perbaikan.

pahwa dari segl ketentuan-ketentuan yang menyang-
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kut keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor ba-
karu, terutama dalam hal pengadaan alat-alat per-
lindungan diri bagi pekerja dan poster-poster

yang dipasang pada tempat tertentu yang dianggap
rawan telah disediakan sesuai dengan kondisi dan
tempat kerja masing-masing, yang semuanya itu ber-

orientasi pada penanggulangan kerja.

5.2 Saran-saran

Adapun saran dari penulis sehubungan dengam pelaksa-

naan ketentuan keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor

pakaru adalah sebagai berikut :

1.

2.

4.

Hendaknya setiap kebi jaksanaan yang dikeluarkan
oleh PLN pusat yang diterapkan dalam buku pedoman
dan petunjuk keselamatan kerja, harus dilaksanakan
dengan pola yang tepat serta memperhatikan aspek

hukum yang melandasi.

‘Kiranya pelaksanaan pengawasan mengenal keselamat—

an kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru perlu
perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan per-
alatan perlindungan diri serta perawatannya.
Hemdaknya setiap permasalahan yang menyangkut ke-
selamatan kerja yang terkait di dalamnya, dalam
rangka peningkatan sistem kerja yang dinamis,
khususnya pada PLN Sektor Bakaru senantliasa perlu
ditingkatkan.

Pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja yang se-
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lame ini diterapkan di FLN Sektor Bakaru, perlu
dipertegas dengan sanksi-sanksi bagi tenaga ker-
ja yang dengan sengaja tidak memakai alat pelin-
dung diri, demi terciptanya suasana kerja yang
aman.

5. Perlunya diadakan pembinaan secara langsung pada
pegawai PLN Sektor pakaru dalam hal keselamatan
kerja, seperti latihan penanggulangan bahaya ke-
bakaran, peragaan pemakaian peralatan keselamat=
an kerja.

Demikianlah beberspa kesimpulan dan saran yang pe-

nulis dapat kemukakan, sehubungan dengan pembahasan dalam
skripsi ini, sekaligus merupakan bab penutup dari skripsi

ini.
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SALINAN

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PUSAT

Jakarta, 23 Nopember 1982

SURAT-EDARAN
No.055/PST/B2

tentang

KEWAJIBAN MEMAKAI ALAT PENGAMAN KERJA
DAN SANKSINYA

Guna lebih meningkatkan usaha pencagahan terhadap kemung-
kinan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan PLN sebagai-
mana yang telah digariskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1
tahun 1970, dengan ini diminta perhatian para Direktur/Pemim-
pin/Kepala Satuan PLN agar secepatnya mengambil langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Secara bertahap memenuhi kebutuhan alat pengaman kerja
yang sesuai dengan:
1.1. Macam/sifat pekerjaan pada wilayahnya/lingkungannya
masing-masing.
1.2. Ukuran kondisi phisik orang Indonesia pada umumnya.

Pengadaan alat-alat tersebut hendaknya berpedoman kepada ke-
tentuan dalam surat kolektip Direksi PLN No. E.1.213/DIR/82
tanggal 30 Juni 1982 perihal R.AO. Keselamatan Kerja dan
P & P.K.K. No, 22

2. Mewajibkan.pemakaian alat pengaman kerja bagi setiap petu-
gas yang karena sifat pekerjaannya harus memakai alat penga-
man kerja yang telah disediakan oleh PLN, dan mewajibkan
pula untuk memelihara/merawatnya.

3. Mewajibkan kepada semua pengawas kerja yang bertugas di
tempat tertutup (sentral, gudang, bengkel dan sebagainya)
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maupun yang bertugas di lapangan, untuk:

3.1. Tetap berada di tempat pekerjaan yang dipercayakan _

kepadanya dan memberikan peringatan-peringatan kepa-

_ da petugas yang tidak memakai alat pengaman kerja. _

3.2. Memberikan petunjuk lisan maupun tertulis kepada pe-

tugas-petugas bawahannya mengenai syarat-syarat kese-

lamatan kerja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut butir 2 dan 3 di atas,
kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:

4.1. Tindakan administratip sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4.2. Tidak diberikan tunjangan kecelakaan dinas termaksud
dalam Surat Edaran Direksi PLN No. 12 A dan 12 B/
PST/78; apabila petugas yang bersangkutan menda-
pat kecelakaan dan ternyata pada waktu menjalankan
pekerjaan tanpa memakai alat pengaman kerja yang te-
lah tersedia.

Demikian, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
DIREKSI

Ir. MOHD. SINGGIH
Direktur Administrasi
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SALINAN

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PUSAT

-,

Jakarta, 8 Mei 1984

INSTRUKSI
No. 002/84

tentang

MEMBUDAYAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DILINGKUNGAN PLN.

- Kita bersama telah mengetahui, bahwa Pemerintah kini sedang
melaksznakan Kampanye Nasional Memasyarakatkan Kese-
lamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat de
ngan K3 secara intensip di semua lapisan masyarakat yang
di dalamnya termasuk pula Badan-badan Usaha Milik Negara.
Dengzn demikian PLN berkewajiban untuk ikut serta mensuk-
seskannya, karena K3 adalah sarana utama untuk pencegahan
kecelakaan yang dapat mengakibatkan berbagai macam kerugi-
an yanc tidak kita harapkan, ;

Untuk mewujudkan K3 yang baik di lingkungan PLN mutlak
diperlukan:

1. Adanya perhatian yang seksama dari semua unsur pim-
pinan, baik di PLN Pusat maupun di Unit-Unit kerja PLN,
sehingga segala sarana yang diperlukan bagi kelancaran pe-
laksanaan K3 di lingkungan PLN aken mudah dan cepat
didapat.

2. Adanya Badan/Organisasi dengan petugas-petugas pelaksa-
nanya yang dibebani tugas serta kewajiban untuk mena
ngani tugas-tugas keselamatan kerja di setiap Unit PLN,
sehingga pembinasan keselamatan kerja dapat berjalan
lancar,




_ 3. Adanya peraturan-peraturan keselamatan kerja di setiap

Unit PLN yang berbentuk buku-buku, poster-poster dan la-
in-lain sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan, se-
hingga ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dapat se-
lalu dik etahui untuk dilaksanakan. .

4. Adanya alat pengaman kerja yang lengkap sesuai dengan je-

nis pekerjaan yang dihadapi di setiap Unit PLN.

Il. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini’
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diinstruksikan kepada semua Pemimpin Satuan PLN supaya
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai‘berikut:

1. Segera merealisir pembentukan organisasi keselamatan ker-

ja sejajar dengan tingkatan Seksi dan melaksanakannya
sesuai dengan maksud surat kolektip Direksi PLN tertanggal
30 September 1983 yang diperluas sampai dengan tingkat
Cabang, Sektor, Proyek, Prolis dan atau Unit Kerja lain-
nya yang setingkat. Pembentukan Seksi yang menjadi we-
wenang PLN Pusat akan direalisir dengan Keputusan Di-

reksi PLN.

_ Melakukan bimbingan dan pengawasan secara aktif dan

langsung atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesela-
matan kerja/hasil survai keselamatan kerja di Unit-Unit ker-
2 PLN di dalam wilayahnya masing-masing.

. Mengajukan langsung kebutuhan buku-buku keselamatan

kerja dan poster-poster keselamatan kerja yang diperlukan
oleh masing-masing Cabang, Sektor, Proyek, Prolis dan
atau Unit Kerja lainnya yang setingkat kepada Dinas Ke-
selamatan Kerja dengan tembusan kepada Satuan PLN
stasannya. Melalui tata cara ini diharapkan agar semua Unit
PLN dapat lebih cepet menerima buku-buku/poster-poster

yang diperlukan.




4. Melengkapi alat pengaman kerja secara minimal pada se-
tiap Unit PLN di wilayahnya masing-masing dengan berpe-
doman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5. Dalam hal belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan pe-
tunjuk tersebut di atas agar disusun rencananya lebjh da-
hulu untuk diajukan dalam rencana anggaran tahun depan.

I11. Segera menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi ini ke-
pada Direksi dengan tembusan kepada DM KAM,

Demikian untuk dilaksanakan dengan seba ik-baiknya,

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
DIREKSI,

Ir. SARDJONO
Direktur Utama.
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PERUSAIIAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

IODUL

KESELAMATAN KERJA

EODE

: CR-06

OPIK

PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN
BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA

HANDOUT :

AS-01

Gambar 09 PENGGUNAAN SARUNG TANGAN KANVAS
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1. Topi pengaman ( safety helm )

2. Sabuk pengaman ( safety belt ).
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PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

Faonux, RESELAMATAN KERJA ' KODE : CR-086
TOPIK PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN HANDOUT : AS.
BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA

.\

Gambar 07. EAR MUFF
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PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM  TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

: CR-06

KODE

: AS-01
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KESELAMATAN KERJA
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Gambar 05,




PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM  TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

MODUL KESELAMATAN KERJA KODE : CR-06
TOPIK PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN HANDOUT : AS-01
BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA

H ",*7—‘-" "r
hl' 1

at .m;.,m,un“' NES /A
T f{.}é/

Gambar 06. KAP PELINDUNG KAKI DARI LOGAM
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8. Pelindung pernafasan.




PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

)DUL

KESELAMATAN KERJA

KODE : CR-06

JPIK

KESELAMATAN KERJA DAN TAGGING

HANDOUT : AS-03

INTERIOR
MATION

9f RECLA

.5. DEPT. OF THE

LBUREAU

RED PLASTIC BODY
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/ SAFEITY TAG

MEN WORKING

DO NOT OPERATE

>

DACK

[/u

SAFETY TAG

DO NOT OPERATE +

M EN WORKING g

FRONT

Gambar. 02. SAFETYM TAGS

TO BE PREMUMBERED
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PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING '
PENGOPERASIAN P L T A

KESELAMATAN KERJA KODE

: CR-06

'OPIK

KESELAMATAN KERJA DAN TANGGING HANDOUT

: AS-03
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Gambar. 03. HOT LINE TAG
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PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM  TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

KESELAMATAN KERJA

KODE

: CR-06

'OPIK

KESELAMATAN KERJA DAN TAGGING

HANDOUT -

A5-03

US.DEPT
BUREAU OF

T —

SPECIAL CONDITION
TAG

TAG NO.
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RECLAMATION
SPECIAL CONDITION
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FLACED BY
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rd
Y..WMITE PAPER

Gambar. 04, SPECIAL CONDITION TAG
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PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA'
PROGRAM  TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

HODUL KESELAMATAN KERJA KODE : CR~0G

OPIK KESELAMATAN KERJA DAN TAGGING | HANDOUT : AS-03

O

o CLEARANGE
Red body-- ) INFORMATION

Tog No. ¥ b

Remorxs

- =To be prenumbdered

b

Yellow bddy-- - . —~To be prenumberesd

HOT LINE -
Tag No. & 0%
BEFORE REENERGIZING

Indicole One
O wair MINUTES
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T
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Tog No.
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Remorks

Gambar. 05. SUPERVISORY CONTROL TAGS
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